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TEROP ATAU TENDA, PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, GAMELAN,

WAYANG KULIT PAN SEJENISNYA SERTA BUSANA TRADICSIONAL
DALAM RKABUPATEN CAERAH TIRGRAT II SIDCARJOC

DENGAN RAIMAT TUHAN YARG MAHIA EGCA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDCARJC

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha menggali sumber sumber
Pendapatan Daerah, disamping untuk pengaturan,
‘penertiban dan pengawasan terhadap usaha persewaan
pengeras suar , meja kursi, terop atau tenda, pem-
bangkit tanaga listrik, gamelan, wayang Kulit dan
563&3;3?13 Bar busana tradisional dalam Kabupaten
Dasrah ng“‘ II Sidocarjc, maka dipandang perlu
untuk ﬂengatdr usaha-usahs tersebut dengan menuang-
kan ketentuan-ketentuannya dalam suatu FPeraturan
Basrah

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -

pokok Pemerintahan di Dasrah ;

Z. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncio
Undang-undang Nomor 2 tahurn 1965 tentang Per-
ubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerab Tingkat Il Surabaya ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Dasrah ;

4. Undang-undang Nemer 12 tahun 1958 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;|

5. Undang-undang Nomor 8 tahum 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor £ tahun 1981 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
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€. Peraturan DPaerah Kabupaten DPDaerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara
menjalankan Psnagihan Pajak dan retribusi dengan
surat paksa ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidearjc MNomor 4 tahun 1988 tentang Penyldik
Pegawal Negeri Sipil dilingkungan  Femerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidcarjo.

Dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Basrah Kabupatsn Dasrak
Tingkat II Sidoarjo,

Menetapkan

MEMUTUSKATN

: PERATURAN  DAERAH HKABUPATEN CDAERAH TINGEAT : % &

SIDOARJC TENTANG IZIN USAHA PERSEWAAN PENGERAS
SUARA, MEJA XURSI, TEROP ATAU TENDA, FPEMBANGKIT
TENAGA LISTRIK, GAMELAN, WAYANG KULIT DAN SEJENISNYA
SERTA BUBANA TRADISIONAL DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJC.

DAEB I

KRETENTUAN UMU

Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah ini, yang dimaXxsud
dsngan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II1 Sidocarijoc ;

b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Dasrah

Tingkat II Sidoarjo ;

. Usaha Persewaarn, adalah segala usaha yang dilaku-
kan oleh gsetiap orang, perkumpulan atau badan
usaha yang menyewakan pengeras suara, meja Rursi,
terop atau tenda, pecmbangkit tenaga listrik,
wayang Rulit dan sejenisnya serta busansa
tradisional baik secara bersama-sama ( kolektif )

atau untuk setiap obyek yang disewakan ;

d. Izin Usaha persewaan, adalah izin yang diReluar-
kan oleh Kepala Dasrah untuk persewaan ;

=. Pengeras suara, meja Kursi, terop atau tenda,
pembangkit tenaga listrik, gamelan, wayang kulit
dan sejenisnya serta busana tradisicnal, adalah
alat-alat yang khusus untuk disewakan ;

f. Pengusaha Persewaan, adalah setiap crang,
perkumpulan atau Badan Hukum yang telah memiliki
izin usaha persewaan ;

g. Pejabat yang ditunjuk, adalah Psjabat 4i —
Lingkungan Pemerintah Dasrah yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.
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EXAB I3
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

Setizsp pengusaha persewaan dibaruskan memiliki
izin usaha persewaan terlebih dahulu dari Kepala
Daerah ;

Izin usaha persewaan dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, dikesluarkan slelh Kepala Dasrah &stay
pejabat yang ditunjuk

Untuk mendapatkan izin usaha perss
pada ayat (1) Pasal ini, yang
diharuskan mengajukan permohonan se
kepada Kepala Dasrsh.

an dimaksud
berzangkutan
ara tertulis

m

Pasal 3

Izin wusaha persewaan dimaksud gpada ayat (2
Pagsal 2 Peraturan Dserazh 1ini, berlaku ustuk
selama d( tiga ) tahun dan dspat diperpaniang
setelah memenubl persyaratan yang tslah ditstap-
kan oleh Kepala Daerah ;

5

atiap pembaharuan izin usaha dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, diajukan 1 { satu } bulan sebelum
as

masa berlakunya izin ussha yang lama herakhir.

Betiap pengusahs dimaksud pada avat (1) Pesal
ini, apabila mengalihkan hak miliknya kepada
pihak lain, maka pemilik baru diharuskan mem-
perbaharul izin usaha persewaan tsrsshut ;

Tata cara permohenan dan syarat-sya
=i iz

at PETI]:I EL 1Idil
f1 usaha ditetapkan o¢lsh Ksps ah
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BAB Iif

KETENTUAR RETRIBUSI

Pasal 4
Atas pemberian 1zin Usahsa dimaksud pada
1Y ‘PAsal 2 Peraturan Paerah ini; dikenakan
ibusi.



Fasal 5

(1) Bssarnya retribusi izin usaha persawaan dimaksud
dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan
seciap 2 [ tigs | tahun sebagai berikut

a.

18

i

el

Pengeras suara setiazp unit, sebesdar ........:
Rp. 7.500.,00 ( tujulh ribu lims ratus zugiah )
Heja kursi
sampai dengan 300 [ tign TALUE J budk, 58
basar Rp. 5.000,00 ( lima cibu rupiah )

]
- dari 200 { tigh rafus ) buakh sEmpal #=ngan

SIS s
500 ( #nam catts ) Duah, sadesar RPN |
Rp. 12 .TSO,ED { segulul ribe rupish ) .,
gari 60P { enam vakus ] bush Heastas
sahases Rp. 22.5989.,32 [ dus EsS 11
ratus .'._'E

TeIap [ TE=a sAallsE I V=

Fe IZ2908,98 [ & tala <t ralis
k- P

Trembang naga I % yaag Larkagnsilas
RUrYAnT GeTl % L o Izma ] FX, SERASEAT .avesved

S, 2.035,80 | tima oibu rapial ) 3

sarl £ {lima) ?K sampal dengan 10 (sepuluh)
P, sabesar Rp. 7.500,00 { Buiuh ribu lims
ratue rupiah ) ;
- 100 { sepululb ) PK keatas , sshesar .....!
Rp. 3I0.000,€0 { sepuluk ribu rupish ) ;
Gamelan setiap perangkat,
sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ridu rupiszh )
Wayang kulit dan ssjsnisnys setisp perangkat,
selaesar
Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah |} ;

. Busana Tradisional dan sajenisnya, sebesar :

Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadsp
usaha persewaan, maks para pengusaha persswaan
dikaruskan melakukan daftar ulang {Heregistrasi)
setiap tahun dengan pembayaran sebagal berikut :

d.,

b.

Pengeras suara setiap unlt, sebesar ........ 3
Rp. 1,500,00 { seribu lima ¥atus rupiah )
Meja kursi

- sampai dengan 300 ( tiga ratus ) buak, 3@
begar Rp. 1.000,08 ( seribu rupiah ) ;

- gari 300 { tiga ratus )} buah sampail dengan
6080 { snam ratus ) buah, sebesar ... ./ .0
Rp. 1.500.00 [ seribu lima ratus rupish } ;

- darf 600 ( enam ratus ) buah keatas |,
ssbezar Rp. 2.000,00 ([ dua ribu rupiah } ;

Terop / tenda setiap unit, sebesar J...0h 0

Rp. 2.500,00 { dua ribu lima ratus rupish )
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d. Pembangkit temaga listrik yang bsrkapasitas :
- kurang dari 5 [ lima ) PK, sshesar ....... 3
Rp. 1.500,00 ([ seribu lima ratus rupiah ] ;
- darit 5 {(lima) PK sampai dengan 10 {szepuluh)
PR, sebesar Rp 2.C00,00 (dua ribu rupiah) ;
- 10 | sepulub ) PK keatas , Seb8B&T ..:sl
Bp. 2.500,00 (dus 7tibu lima ratus zupiah) ;

g, GCamelan setiap perangkat,
sebesar Rp. 1.500,00 ( seribu l:ima ratus

rupiah ) ;
f. Wayang kulit dan sejenisnya seiisp perangkat,
sebesar :

Rg. 1.500,00 { seribu lima ratus rupiak | ;

{3) Hasil penarikan retribusi dimaksud pada ayat (1)
dan {2) Passl ini, disstorkan ke Eas Dasrah.

BABEB v
KETENTUAN PIDANA
Pasal §

Pelanggaran terhadap Ketentuan dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {1} dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
diancam dengan Hukuman RKurungan selama - lamanya 3
( tiga ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya
Rp 50.00C,00 (lima puluh ribu rupish);

BAB v
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 7

(1) Selain olah Pejabat Penyidik Umum, Penyldikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 Peraturan Pasrah ini, dilakukan cleh
Pejabat Peayidik Pegawali Negeri Bipil @1 -
Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan
oya ditstapkan sesuwali dengan Peraturan
Perundang-undangan yang bsrlaku ;

(2) Dalam melaksanskan tugss penyidikan, Penyidik
Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal inl berwewenang

a. menerima lapcran atay pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu d1
tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan o
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menyurul seorang tersangka dan memeriksa

tanda pengenal diri tersangks ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

mengambil sidik jari dan memctret mesecranyg i

f. memanggil se@secrang untuk didengsar dan
diperikss ssbagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h, menghentikan penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalul Penyidik Umum membaritszhukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
Rsluarganya ;

i. mengadaRan tindakan lain meaurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.

i

1)

BEA B I
EETERTUAR FPERUTOP
FPasal a
Hal-tdl sang belum diatur @&alam Peraturan
Daeralhh 4ini sepanjang mengsnai pelakssnaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan PDaerah 1izmi mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supayd setisp crang dapat mengetahuinya,
mamerintahkan Pengundangan Peraturan Dasrah ini
dengan penampatannya dalam Lembaran TCaerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1I Sidoarjo.

3

KETUA DEWMETE
RALNVCKAT) I1 SIDCARJIO
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PERJELASARN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT II SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG
IZIN USAHA PERSEWAAN PENGERAS SUARA, MEJA KURSI,
TERCP ATAU TENDA, PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, CAMELAN,
WAYANG KULIT DAN SEJEMNISNYA SERTA DUSANA TRADISIONAL
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJC

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan lajunya perkembangan dunia usaha di
Kabupatan Daerah Tingkat II Sidoarjc cukup pessat, dlantaranys
terdapat pengusaha yang menyediakan alat-alat sarana yang
disewakan untuk kebutuhan hajat dan lain sebagainya. Untuk
meningkatkan pengawasan dan penertiban persewaan pengeras
suara, meja kursi, pembangkit tenaga listrik, gamelan, waryang
kulit dsn sejenisnya sertas busana tradisional dalam Kabupsten
Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk
memberikan izin yang hKetentuan-ketentuannya dituangkan <alam
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 d : cukup Jelas

B (- RRE S



